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PENDAHULUAN

A. Laiar Belakang

Indonesia schagai negara yang mendecka pasca  dikumandangkan
proklamasi kemerdekaan pada iahun 1945 yang menjadi tonggak tiik balik
Indonesia  terlepas  dari belenggu  penjajah, yang sclanjulnya  konastruksi
ketnipnegoroan Indonesia dibwal don terbeniuk, kemudian tercipialah Undang—
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjuinya dischut
ULy WRI 1945) sebapai dasar negorn yang menyaiakan Indonesio menjadi negara
kesatuan berbentuk republik dan bentuk pemerintahan republik konstilusional
dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensil.’

Sistemm pemerintahan presidensil di  Indonesin mempunyai ciri khas
tersendiri tidak seperti di negara-negara lain yang menganut presidensiil mavpun
parlementer, akan tetapi dapat dikatnkan Indonesia mengadopsi keduanya Dari
hal tersebut terwujudlah sualy pembagion kekuasaon yang mana meletakkan
ketiga kekuasaan secara terpisah dan mempunyai tugas yvang terpisah pula namun
diimbangi pula demgan prinsip check and balances, di mana semua lembaga
kekuasaan dopat mengontrol satu sama lain tanpa mengurengi fungsi dan ketiga
kekuasaan tersebu,’

Presiden dalam sistem presidensil berkenaan tentang kekuasaan presiden

LAnomim, “Sisteen  Pemeriairban”, deskses melala bapsotfwwowdndonestage.idfprodil

Isistemepemeriahan, diskses pada tanggal § 3 April 202E
Pahmad Yani, “Sistem Pemenninhan Indonesia Perdekatan Teon Dan Probck Konstitus:

Uslang-Llfskisg 19457, Jurmal Legislas fadowerio Wol 15 Na 2 (lali 2 E) kal. 61
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terdapat macam-macam kekuasaan yang melekat dan dimiliki oleh presiden yang
merupakan pemegang kekuasaan eksekund, D ontaranya pendapat dani CF
Strong yang menyebulkan bahwa kekusssan eksekutil berdasarkan konstilusi pada
umumnya melaksanakan 5 (lima) jenis kekuasoan, yaitu:

I. Kekunsaan diplomatik (hubungan dengan negara lain)

2. Kekupsann dalam bidang administrosi negara dalam hal ini meliputi

tugas menjalinkan UL dan pencitausalannys

3. Kekunsgan dalam bidang militer

4. Kekuasaan vang termasuk kriteria kekuasgan yudikatif

5. Kekuosaan dalom pembentukan peraturan perundang-undangon,’

Pendapat Lain berasal dari genovese, menurutnya kekuasaan presiden hadir
dalam dua bentuk, yaitu kekuasaon yang berbentuk formal dan kekuasanon yang
berbentuk  informal, dan kedwa hal fersebut akan saling berinteraksi dan
menentukan seberapa besar kekuwatan presiden  tersebul.  Kekussaan  formal
presiden berkisar pada kekuasaan yang disebut dalam konstitusi dimana konstitus
secara tegos memberikon kekuasaan pada presiden, sedangkan kekunsaan informal
presiden bersumber duri politik sebapgai lawan dari konstitusional kekuasaan ini
ridak tercantum dalam konstitusi tetapi diperoleh seeara politis.?

Dalam prokoknya i Indonesia kewenangan seorang presiden sehagai
presiden sangatlah lups, itw juga didukung oleh undong-undang dasar sebogai
dosar negara atou sebogm patekan presiden dolam menjalankon tugasmyo, jika
ditarik dori pengertion dua shli dimas seperti C.F Strong yang menycbuikan
babwa  kekuassan  eksekutil mempunyan  luges  yaknmi sebagan  pembeniuk

perundang-undangan, kemudian tidak jauh berbeda dengan pendapat genovese

‘Rehayu  Prasetymningsih, “Menatar Kebwsaan Dalam  Pemsheniuian  Peraturan
PerlimdangUndangan Menurul Unidang-Undame Dosar 159457, Poaliofanoan Semad dmme hukam
Vidure 4 Momeor 2 Tuhus 20T (L], hal 266,

Hitid. hal 267,
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yvang menychuikan bahwa cksckuwiil mempunyal Enioneraded pewer (Kekwaszan
yang secara rinct dischutkan st persatu dalam konstitusi) kekuasaan yang secorn
tegas diberikan dalam konstitusi. Maka bila dapat dikemukakan babwa presiden
sebagai kepala pemennichan mempunyai kekuosaon legislos: oiow uniuk membuad
sehaah peraturan perundang.

Hal v juga tercermin dalam kekvasaan presiden dalam Jegislsg yakm
mempunyal wewenang uniuk membuat sebuah peraturan presiden. Perwuran
Presiden sendini tidok secorp tegas disebuikan dalam UUD MRI 1945, namun
pengatsranya ada paxda Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembermukan Feraturan  Perundong-undongan  sebagaimona  terakhir  dinboh
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahon Kedua Atos
Undang-Undong Momaer 12 Tohun 2001 Tentang Pembentukan  Peraturon
Perundang-Undangan vang saat ini dikenal dengan UL P3, dasar munculnya
“Persturan  Presiden’ lah dedasarkan  adanya upaya membedakan  bentuk
‘keputusan presiden’ vang bersifal mengatur, konkret, dan individual dengan
persuran presiden yang bersifal penetapan, umum, dan bersifa izrus-menemnis
(beschikking).”

Peraturan Presiden, scbelum diberlakukannya Undong-Undang Nomor. 10
Tahoun 2004 tentang Pembentukan  Peraturan Perundong-undangan,  dikenal
sehagai  peraiuran  perundong-undangan yong  bernama  Kepuiwsan Presiden
schagnimana diotur dolam  Ketetapan MPRS Nomor XXMPRS/1966 don

Ketetapan MPR Nomaor 1M PR/Z000. Tetapi scteloh berlokunya Undong-Undang

ibid, hal 275.
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Nomor 10 Tahun 2(04, Kepuusan Presiden diganii dengan Peramoran Presiden
(selanjutmya discbut Peraturan  Presiden). Peroturan  Presiden  schagaimana
dicantumkan dalam hicrarki peraturan perundang-undangan di Pasal 7 Ayat (1)
hurufl d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 junto Pasal 7 Aya (1) hurof e
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 temtang Pembentukan  Peraturon
Perundang-undangan  schopaimana  terakhir divhah desgan Undang-Undong
Momor 13 Tahun 2022 Tentang Perubaban Kedua Adas Undang-Undang Nomaor
12 Tahun 2011 Temang Pembentukon Perotoran Perundang-Undangan.
Sementara i, scbelum sdanya Peraturan Presiden dalom hierarki  peraturan
perundang-undangan. maka vang dicamumkan adalab  Keputusan  Presaden,
Sebagaimana dicantumkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 di
Lampiran Il A angkn 5 dan di dalam Pasal 2 sngka 6 Ketetapan MPR Nomor
HLAMPR2000,

Berdnsarkan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir divhah dengan Undang-
Undang Nomar 13 Tahun 2022 Tenang Perubohan Kedua Alas Undang-Undang
MNomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan  Presiden adolah  persturan yang dibuat oleh  Presiden  dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dan Pasal 4 Ayai (1)
UUD NRI 1945 voeng menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaon pemerintahan menond Undang-Undang Dasar™. Sebogan
kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang eksekutif dan Persturan Presiden

dibeniuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjwt perindah Undang-
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Undang stau Persturan Pemeriniah baik secara tegns maupun tidak tegas
diperinighkan pembentukannya.
Menurui King Faisal Solaiman sebagaimana dikuotip oleh Ahmad Huosen

bahwa materi muasian Perajuran Presiden (Persturan Presiden) ada 3 (Giga) jenis,

Yl

a. Tang diperoleh dan kewenangom atribusi yang dimilikn Presiden dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan langsung kepada ketentuan Pasal
4 Ayal (1) UUD NRI 1945 yang mengmribusikan kewenangan umum
penguturan oleh Presiden dalam rangka penyelengguraan pemenintahan
negarn yang bersifot pengaturan dan mandiri materi keputusan yang
demikian tidak tertentu lingkupnyn;

b. Yang didasarkan pada Undang-Undang (selanjuinya disebu ULU) yang
memerintahkon uniuk dinter lebih lanjut dengan Peraturan Presiden;
dlan

¢, Yang didasarkan pada Peraturan Pemenntah (selanjutnya disebut PP)
vang mendelegasikan kewenanpan pengaturan  lebib lanjwt kepada
Peraturan Presiden. Maten mustan Peraturan Presiden yang demikian
tertentu lingkuponnya.®

Salah satu peraturan presiden yaitu Peraturan Presiden Nomaor 83 Tahun
2019 entang Kamtor staf presiden, untuk membent dukungan kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalom mengendalikan peloksanoan 2 (tiga) kegiatun strategis yailu
pelaksanasn Program—Program Prioritas MNasional, aktivitas terkait komunikasi
politik kepresidenan, dan pengelolaan isn sieategis.

Ni Luh Putri Santikn mengemukakan;

Kantor Stal Presiden adalah sebuah lembaga baru jika ditinjau dari segi

ketatanegaraan Indonesia tidak masuk dalam nomenklater kementerian

alay lembagn neparn. Schagni sebush lembopn non struktural, Kantor Seal

Presiden berkedudukan di bawah dan benanggung jawab kepada Presiden,

Dritcgaskan dalam Pasal 2 Perafuran Presiden Momor 83 Tohun 2019,
peraturan ini memberikan tugas kepada Staf Presiden ontok tunot serta

SAhimad Hisen, “Ekssstens: Peralursn Presilon Fascéa Diberlakukannya Undang-LUndang

Momor (0 Tohes HKE Don lmplked Yuridisnga Terhsdsp Sisiem Penemdang-Undengan [
Indonesia”™, furme! URY Bamiew. Vol 15 Moo 1. Jumi 2009, Magiseer Hubom Kenegarzam Fakultas

Hakum Liniverstos Genlah Maida, Yogiakama, % hal, 13
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dalam kegitan dan agenda pemting kenegaraan yaiu mengendalikan

program prioritas nasional. komuonikasi poliik dan pengelolaan isw

strategis.”

Menurut Erfandi. bahwa:

Jika dilihst dori aspek prosedur formol, ada beberapa keganjilan dalom

pembustan Perateran Presiden vailu tidak dipenuhinyn syaral dalam

Undang-Undang Nomar 12 Tahun 20011 tentong Pembentukan Peraturan

Perundangan balwa Peraturan Presiden harus dibuat hanya berdasarkan

undang-undang ®

Berdasarkan Pasal | angka (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tenlang Pembentukon Peraturan Perundong-undangon scbagoimana  terakhir
diubah dengan Undang-Undang Noamor 13 Tahun 20022 Tentang Perubahan Kedua
Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, bahwa: “Persturan Presiden adalah Persturan Perundang-
wndangan vang ditctapkan olch Pressden untuk menpulankon perimiah Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalum menyelenggarakan kekuasaan
pemerimtahan”, Definisi tersebut memiliki dua elemen pemting, yaiu: untuk
menjalonkan pennioh Peraturon Perundang-undongan yong lebib finggi, oiow
dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan,

Herlambong P. Wirntraman  dalam Asip Suoyvadi mengemukakan:

Elemen penama jelas mengacu pada ketentuan norma yang lebih tinggi,
yang biasanya disebutkan secara eksplisit (ing scriprum). Namun, berbeda
dengan elemen kedua yang memberikan keleluasaan bagi seorang Presiden
untuk memastikan bahwa Perafuran Pressden diperlukan stan dikeloarkan
dalam rangka menjamin penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintaban
berjalan lehih baik. Dari ruang lingkupnya, membuka peluang tafsir luas

"Mi Luh Putn Santda, “Senghela Kewenangan Antara Kantor Stafl Presiden Dempan
Wakil Presiden Dan kementeran Koordnator Negara™, fumal Magiser Madun Udayang E-ISS5M
2502-3100 Jurmal P-ISSN 2302-518X  (Udoyens Master Low Jowrnal), Sepieimber 2016
Boipdings unesd, ac bbfnde s phpmba Viol. 5, Ko, 3: 591 - 604

"Aryo Puiranio, “Kostor siaf presiden Beandum Jokowd Déangrap Pembaresan™, CHM
Indomesdn, Kamis 17 Jul 2008.
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bagi Presiden uniuk menerjemahkan  “penyelenggaraan  kekvasaan

pemerintahan.”

Kemudian terkait materi muatan Peraturan Presiden distur dalam Pasal 13
UU Nomor 12 Tahun 2011 schagaimana terakhir divbah dengan Undang-Undang
Namor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomaor
12 Tahun 2011 Temang Pembemukan Peraturan Perundang-Undangan.,
discbutkan bahwa materi muatan  Peratwran  Presiden  berisi materi yang
diperintahkan oleh Undang-Undang. materi uniuk melaksanakon  Persuran
Pemerintah, ataw  materi uniuk  melaksanakan  penvelenggaroan  kekuasaan
pemerintahan. Di sisi lain, Presiden memupakan pemegang penuh kekuasaan
pemerintahan menunn Pasal 4 Ayal (1) UUD NRI Tahan 1945,

Secara logika, Presiden dapat mengeluarkan Peraturan Presiden tersebut
dengan alasan penyelenggaraan pemerintaban karena hal tersebut telah dijelaskoan
di dalam konstimsi. Oleh karemanya, Presiden dapat menclapkan peraturan
presiden yang tdak merupakan delegasi dani Undang-Undang dan Persran
Pemeriniah. Keputusan presiden {peraiuran presiden) ini biasa discbut keputusan
presiden mandini, termasuk dalam peratwran kebijakan (beleidiregel, pseudo-
wergeving), bersumber dori kewenangan diskresi {freies emerssen). *Peraturan
Presiden Mandin®  hakikatnya  diperbolehkan  sejauh  memenchi  syara
sehamaimana ‘menwrut Undong-Undamg Dosar’ (constiieriomnally aocepied).

Herlambong P. Wiratraman dalam Asip Suyadi mengemukakan:

Prosesnya dilakukon dengan mempertimbangkan dalam hal Presiden
memberikan  izin  prakarsa  penyusunan  Peraturan  Presiden  untuk

TAsip Suyadi “Pembenakss dan Kewenangan Kanled sal peesides (KESPF) Dalam
Senokimr Lembars Kepresidesan Bepoblik Indonesia, fivmal Siva Kemcona Some: Dinomiks
Masalah Hokum dan Keadilan Vol 10 Nomor 2 Okiober 3018, hal. 246,
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melaksanokan penyelenggaraan kekuasaan Pemerimaban, Pemrakarsa
melaporkan usul penyusunan Rancangoan Feraturan Presiden terschut
kepada Menteri. Secara falsafah, bk dalam tnpavan kerangka mormatil
dibenarkan  dibentuknya “Permurun  Presiden Mandin® (maten  untuk
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerinizhan), maupun secara
realis memperlihatkan bahwa kekuasaan cksckutifl yang memang harus
ditopang dengan kemsdahan umuk menjalunkan kekuassannya, Tanpa
kemudahan itu, terutama untuk merespon segala kemungkinan, kendala
atau hambatan, dan tamangan yang dihadaps pemenntah, akan mungkin
dianggap lamban dan tidok serius. [0 sisi lain, pemerintah  dalam
menjalankan kekuasaan eksekutil didorong untuk lebih peka, antsipatf
dan responsive. '

Untuk i pembentukan Kantor Stal Presiden berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 20019 mengacu pada konsep pembentukan lembaga
negara berdasarkan hukum  ketmanegaraan  Karena, pembentukan tersebut
berdasarkan konteks penyelenggaraan kekuasaan pemenmitahan sebagaimana yang
termaktub dalam konsideran Perasturan Presiden tersebut dengan pertimbangun
bahwa, dalam rangka memperkuat iugas dan fungsi Unit Stal Kepresidenan unuk
lebih meningkatkan kelancaran pengendalian program-program priocilas nasioal
dan penyelenggarann komunikasi poliik kepresidenan serta pengelolaan isu
sirategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden iemtang kantor stal presiden. Dan
dasar mengingat Pasal 4 Ay (1) UUD NRI Tahun 1945, Kewenmngan Kanlor
siaf presiden secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada
di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan lembaga
kepresidenan, yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Sckretarist Kabinet, dan
Kantor siaf presiden (selamjutmya disingkat KSP). Ketiga lembaga tersebut
memiliki wgas pokok dan fungsi orgonisasi yamg terkail sxu sama lain

Kemseineg memiliki wgas menyvelenggarakan dukungan teknis dan administrasi

¥ ihidl, hal. 97,
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seria analisis urusan pemeriniahan di bidang kesekretarisian negara untuk
membaniu Presiden don Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemenntahan
negara scbagzaimana tercanium dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
20135 ientang Kementerian Sckretarial Negara

Problematikn hukum yang terjadi yaitu Pasal 3 Peraturan Presiden Momor
#3 Tahun 2009 enang Kantor staf presiden mengalami konflik hukum dengan
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretanian Kabinet,
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 estang Kementerian Negara,
Pasal 2 Peraturan Presden Nomor 8 Tehun 2015 tentang Kemenlerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Bahwa wgas dan fungsi Kantor staf presiden
tumpang Undih dengan wgas dan fungsi Sekretarial Kabinet dan Menten
Koordinator.

Secara umum tumpang tindih kewenangan KSP terjadi dalam dua aspek,
yaitu tumpang tindih dalam hal menjalankan wgas yang diberikan oleh Peraturan
Presuden dan wewenang vang diberikan oleh Peraturan Presiden it sendin, secora
organisasi terdapal beberapa organisas yang langsung berada di bawah presiden
dan wakil presiden vang berada di lingkungan istana, yaitu kementrian sekretaris
negora (kemsetneg), sekretusis kabinet (Setkab), dan kontor staf’ presiden (KSP).'

Di bawah ketiga lembaga tersebut terdnpat pula satuan kerja yang sangai
beragam. Dalam orgamsasi Kemscineg vang berada di bawah Mensesneg

setidaknya werdapan sawan kerja berupa  sekretarin  kementrian, sekretarix

Uiihot, Apam Abddal Hag, “Tinjouan Yurdis Kededukan Ksotor Siaf Presiden Dan
Selrctarin Kshipet [N Indonesia”, Sknps Bagoas Hukum Tein Mepara Fakubss  Hulboam
Universites Hosamsddin Malassor 517, diakzes medalus hopoiidigilibounkos s, sbaploaded_files
nempomrgDigial  CollectionZINIMCEIMNIMDZIAG 2T INDUOGN  KZjEsMNzEIN
WRNTCONGE Y w=_pf, tanggal akwes tangpal 13 Oktaber 2022
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presiden, sekretariat wakil presiden. sekretariot militer presiden, para deputi, dan
staf ahli'. Sedangkan di bawah sekretasis kabipet, terdapat wakil sekretaris
kabinct, para deputi, stal ahli, inspektoral, pusal data dan teknologi informasi.
Scdangkan di bawah KSP terdopat parn deputi, staf khusus, dun tenaga
profesional.?

Lembaga KSP dan Sckretarial Kobinet memiliki mugas pokok dan fungsi
organisasi yang terkait satu sama lain. Misalkan Sekretarial Kobinet memiliki
lugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden
dan wakil presiden dalam menyelenggarnkan pemerimahan. KSP memiliki gas
menyelengearakon pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden
dalam melaksonakon  pengendalian  program-program  priorilas  nasicnal,
komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis, Schingga muncul schuah
pertienyaana apa perbedaan wgas dan fungsi KSP dan Sekretarist Kabinet
sedangkan hal yang dilakukan lembaga KSP dapat pula dilakukan oleh Sekretarim
Kahinet, serta apa dosar suatw program ditetapkan menjadi prioritas nasional
schingea menjudi kewenangan KSP,

KSP yang dibentuk dalam rongka meningkatkan kelancaran pengendalian
program-program  priaritas  nasional, penyelenggornan  komunikasi - politik
kepresidenon, pengelolaan isu siratepis telah menyinggung tugas dari jajaran
deputi yang ada pada strukiur keorgamsnsian Sckretarial Kobinet. Tidak sat pun

indikator yang dapat mengklasifiknsikan suatu program yang ditctnpkan men)adi

K emenierion Sekretanal  Megara, “Struktor Orgonesssl  kemenieran Sekrewniol
Megam”, dutkses melalai waw Setneg. Ol diakses wnpgal 13 Okiaber 2022

UKamor Sl Pressden, “Struktur Ovponensi Bepals Sifw, diskses melalm www
K. G ld, dinkses innggal 13 Okinber 20022,
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prioftas nasional sehingga menjadi kewenangan KSP. Berdasarkan kewenangon
dalom Peraturan Presiden Momor 83 Tahum 2019 tentong Sekretanot Eabined,
Sekretariol Kabinet mampu melakukan pengandalion program-progoram  baik
terkain program prioritas stau tdak prioritas. Jelas terlihat mpang tindih
kewenangan KSP dan Sekretanat Kabinet. Urgensi dibentuknya lembagn non-
strukiural oleh presiden wmuk melakukon pengelolaan isu  strategis  dan
komunikasi politik kepresidenan terkesan akon mengarsh pada membengkaknya
anggaran Negara uniuk menangani sty kasus, Sementorn apobila dilihat dan
aspek reformosi birokrasi, tugas tersebut dapot diselesnikan di level eselon 1 yang
telah temehar di Sekretarial Kabinet,

Belum lagi apabila eksistensi KSP dikaitkan dengan kebaradaan depati-
deputi yang ada pada struktor  kelembogann  Sekretonat  Kabinet  yang
pembusannya dibeniuk dengan tujuan umuk kepentingan sinkronisasi dan
koordinasi wrusan pemerintshan, Secara regulas dan prakiik, Sekretarian Kabinet
pun telah memiliki lungsi pengendalian dengan wgas menyelenggarakan
koordinasi, singkromisaci, dan pengendalian wrusan dalam  penyelenggaraom
pemerimah dibidang perekonomian. Artinya, keberdaan KSP pun mendegradasi
fungsi deputi-deputi yang sda di Sckretariol Eabinet.

Scharusnya tidak terjadi wmpang tindih fungsi di antara lembaga
penunjang tersebut sehingga dalam hal melaksanakan fungsi bamuannya nanti
tidak terjadi ketimpangan fungsi di antara lembaga-lemboga penunjang tersebut,
kemungkinan wamg muncul dengan adanya  beberapa lembaga  dersebuot

memunculkan perianyasn apakah lembaga penunjang pembantu presiden sant ind
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telah terjadi wmpang tindih fungsi maksednyn yaitu apakah fungsi yang
dilaksanakan oleh lembaga penunjang dalam hal i Kantor Seal Pressden
dilakukan juga oleh Sekretariat Kabinet, sehingga lembaga yang manokah vang
panias uniuk melokukan fungsi baniuan jiks terjodi persamaan funesi di andarca
lembaga-lembaga penunjang pembantu presiden tersebut, apakah lembaga yang
pertama dibuat atankah lembaga vang memang secara prinsip pembuatannya hadir
untuk fungsi tersebut.

Untuk menfwab pertanyaan ini bukanlah hal yang sepele haruslah
digunakan pendekstan hukum secarn komperhesif untuk mendapakan jawaban
yang pasti. Adanya wmpang undih antara kewenangan KSP dan beberapa
lembaga negara lain Khususnya Sekretarial Kabinet berpotensi akan menimbulkan
inefisiensi berlembaga itu sendin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis wenank unuk
melakukan penehnan dalam bemtuk sknpsi yang berqudul: “Analisis Terhadap
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang
Kantor staf presiden™.

Rumusan Masaluh

Berdasarkan latar belakang vyamg divraikan di atas, maks penulis
merumuskan masalab sehagal beriku:
|. Bagaimana pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Momor 83

Tahun 2009 tentang Kantor staf preciden?
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L.I.I

2. Bogaimana akibat hukum dari pembentukan Persturan Presiden Momor 33
Tahum 20019 tentang Kamor sial presiden terhadap pelaksanaan mgas dan
fungsi duri Kantor Stal Presiden?

Tojunan Penelilinn

Adapun twjuan dar penelittan ini benlsarkan mmsan masalah di atas
adalah:

I. Uniuk mengeiabur dan mengonalisis perfimbangan hukum  pembentukon
Peramran Presiden Nomor 83 Tahun 2019 1entang Kantor stal presicden.

2, Untuk mengetabon dan mengonalisis akibat hukum dan pembentukan Peraturan
Presiden Momor 83 Tahun 2009 tentang Kanlor stal presiden terhadup
pelaksannan wpas dan fungsi dori Keantor Stof Presiden.

Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah;

I. Bagi penulis, sebapai tambahan penpetahuan mengenai analisis terhadap
Peratwran Presiden Republik Indonesia Nomaor 83 Taluan 2019 Tentang Kantor
siaf presiden.

2. Bagi aparal pemerintahan, sebagai bahan masukan onfuk kejelasan mengena
analisis terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 283 Tabun
2019 Tentang Kantor staf presiden

3. Bagi pembaca, schagai bahan referensi mengenai analisis terhadap Peraturan
Presiden Republik Indoncsia MNomor 383 Tahun 20019 Tentong Kanior staf

presaden,
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E. Kernngka Konseptual
Dalam penuhisan sknpsi ind penulis menggunskan kerangka konsepual
sehagai berikut:
1. Analisis

Analisis adalah “penyelidikon terhadap suwatu peristiwa (Karangan,
perbuatan dan sebagainya) untuk mengetabui keadaan yang sebenarnya”
Menurut Kamus Besar Bahasn Indonesin, yang dimoksud dengan onalisis
yaiu:

1. Penyelidikan terhabap suatu peristiwa (karangan, perbustan dan
schagainya) uniuk mengeiahui keadaan yang sebenarnya (schab
musabab, duduk perkaranya dan schagainya)

2 Pengurnian susiu pokok afns berbogai bagiannya dan pencloahon
bagian ilu sendini sena hubungan antar bagian uniuk mempercleh
pengeriian yang bepat dan pemahaman anli keselwruhan

3. Pemjabaran sesudah uniuk dikagi sebhawk-baiknya

4. Pemecahan persoalan  yang dimulai  dengan  dugaan  akan
kebenaranmyn. ™

Yuridis, menurui Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu “menuru
huskum, secara hukum™'®,

Menurut penulis yang dimaksadkan dengon analisis yuridis sdalsh
penguraian suslu pokok aas berbagai bagiannya dan penclaahan bagian iu
sendin seria hubungan andar bagion uniuk memperolch pengertian yang tepat
dan pemahoman ani keseluruhan terhadap susitu  peristiwa  (karangan,
perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaon yang sehemarnya

(scbab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) yang dilakukon menurat

Handi Humzsh, Kamien Mubum, Ghalin Indosesin, Joksna, 20058, hal. 37,

UTim Penyusun, Komms Besar Behasa fadomesio Edis Ke.Empod, Depdiknas, Jakania,
TN, hal. 58,

Ui, hal, 15467,
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hukum.
2. Persuran Presiden Republik Indonesia Nomaor B3 Tahun 2019 Tentang Kantor
staf presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang
Kantor staf presiden menentukanc “Koantor stof presiden odaloh lemboga
nonstrukiural yang berada di bawah dan berianggung jawab kepada Presiden™.

Kantor S1af Presiden Republik Indonesia (KSP) merupakan siaf
khusus presiden yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan
Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) Momor 83 Tahun 2019, KSP seperti
Public Relations pemerintah sebab salab sam fungsi KSP zesuai Peraturan
Presiden izlah mengelola isu-isu strategis. Scbogai pengelola isu, KSP
berperan penting mengatasi isu apar tidak berdampak pada jalannya roda
pemeridahan, menggangpeu stabilitas negara dan membuat kegaduhan di
masyarakat '’

KS5F merupakan lembaga non-strukioral dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden dengan Sumber Daya Manusia yang dapat berasal
dari Pegowa Nepen Sipil (PNS) don Non-PNS serta terbagn menjadi lima
kedepwtian yakni Deputi | Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program
Pricritns Masionol, Deputi 1 Bidang Kajian dan Pengelolaon Isu-isu Sosial,
Ekalogi dan Budaya Strategis, Depati LIl Bidang Kajian dan Pengelolaan lso-

i1su Ekonomi Sirnfegis, Depati 1V Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi

"avu Lhami Ssraswan, “Suatep Poblic Relafons Bamor Stal Presiden Bepublik
Indonesla Dalem Mengebola Isu Eeagamaan D8 Medin Massa”, Skiipsi Jurusan Bomanakas| dan
Fenyiormn lslsm Folulise llme Dekwafi dan Ome Komosibssi Universitas lslam Megeni
Syaril Hedayatullah Sa Karia 1438 HA201T M, kal. i
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Informash, sena Deputi V Bidang Kajian Poliik dan Pengelolaan Isu-isu

Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM "
Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan i sas, yang dimaksud dengan
judul skripsi  ini adalah penguraian sustu pokok atas berbagai bagiannya dan
penclashan bagian il sendiri serta hubungan antar bagion untuk memperoleh
pengertian yang tepat dan pemahaman ani keseluruhan terhadap suaty peristiva
(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
(sehab musabab, dwduk perkaranys dan sebapgainya) yang dilakukan menwrut
hukum terhadap Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf

presiden.

. Dirisinaliias Penelition

Beberapa penelitian terdahuly yang melakukan penelitian dengan topik yang
relevon dengon penelitian ini adalab sebogai berikuat:

Agam Abdul Hag, dengan skripsinya yang berjudul, “Tinjazan Yuridis
Kedudukan Kantor Staf Presiden dan Sekretario Kobinet di Indonesia™, Adapun
abstraknys yaiiu:

Tujuan penelitian ini bermaksed umiuk mengetahui  perbandingan dasar
hukum dan kewenangan antara Kantor Stof Kepresidenan dan Sckretarial Kabinet
serim akibat hukum bagi peloksannon fugas Kanmtor Siaf Presiden. bleiode

penclitian yang digunakan dalam penclitian ini adalah metode penelitian kualitanuf

" ikai. Kantor Saf Pressden, “tentang Kanior Siaf Fremden”, diakses melalus
hypeiksp po.idAenisne-Lantos-sal- presiden, diokwes pada 10 April 2002 puks] 21.00WI1E.

Wagam Abdul Hag “Tisjauan Yerids Keduduban Kanier Sal Presiden Dan Seloretanian
Kabingt [N Indose<in”, Skripsi Hagisn Hobum Toim Nepan Fokulins Hukwm  Universiine
Hayasodlin  Makassar 2017, diskses meladui hopofdigiliboenhas ac iduploaded _Gles
femporarnyDigal Collectson W NIM GEIM MM DM IS Te | NINIOGN LA ExMeEIN
WRNTONGER Y w—pdf, ianggal akses tamgpgal 13 Okbober 30022
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dengan sumber datn primer yang bernsal dari studi kepustakaan. Hal imi
dikarenakan penzlition ini adalah penelitian yang bersifat teoritik dan bukan case
stidy. Penclition dilakukan dengan cara komparasi teoritik tentang kedudukan
lembaga dan sumber hukum lembaga negara dan bagaimana dikankan dengan
faktn sistem hukum di Indonesia mengenai pelaksanoan fungsi lembaga negarn.
Komparasi icoritik bertujuan sebagai pisau analisis dalam membedah realitas
kedudukan kantor staf pressden dan sekretanal kabinet di Indonesia.

Hasil penelitian ini menerangkan: 1) Kantor Staf Presiden muncul sebagni
suatuy lembaga negara nonstruktural yang masok dalam ranah cksekutif yang
berfungsi memberikan saran/rekomendasi kebijokan kepada Presiden {advisory),
posisi lembagn Kontor Staf Presiden tidak distour di dolam undong-undang
kememerian negara, di mana hal ini menjodikan sumber hok don kewajibon
Kantor Sial Presiden samu-satunya hanyalabh bersumber dan Perotwran Presaden
Momor 83 Tahun 2019 entang Kantor Staf Presiden, sedangkan Dasor hukum
pembeniukan Sckretariat Kabinet adolah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2015 dimana Sckretarint Kabinet merupnkan bagian dani lembaga kepresidenan.
Schingga Sckretariat Kabinet secara struktural berada di lembaga Kepresidenan;
2) Adanya tumpang tndih kewenangan dan lungsi antara Kantor Stal Presiden
schagnimana diotor melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 ientang
Kantor Stal Presiden dengan Skretarist Kabinet schagmimana dutur dalam
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretarial Kobinet berakibat
kepada efekuifitas pemeriniahan, yang dimana akan berdampak kepada kebijakan-

kebijakan pemerimah terkait masalah ekonomi, politik, hukum, keamanan Negara

17

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Kesatuan Republik [ndonesin yang dampaknya akan dirnsakan olch masyaraknt
luas ketika pemerintah salah dalam menerapkan kebijakankebijakan terkait
kesejahteraan masyarakat,

Rani Maida Sard, dengan skepsinva yang berjudul, “Tinjavan  Yuridis
Terhadop Kedodukan Kantor Staf Presiden Dalam Penyelengearann Pemerintahsn
di Indonesia™. Adapun absiraknya yaitu Penclitisn ini benujuan 1) wntuk
mengetahui dan menganalisis cksistensi dan kedudukan Kantor Staf Presiden
dolom sistem pemerintahan di Indonesia: 2) uvntuk mengetahut doan menganalisis
maodel ideal penataan kedudukan Kontor Staf Presiden dalam sistem pemenntohan
di Indonesia ke depan, Metode penelitin yvang digunakan adalah tipe penelitian
vuridhs nommatil, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1] kedudukan Kantor Stal
Kepresiden dalam Ketotanegarann Indbonesin acdalah dapat diklasifikaskan sebagai
lembaga negara yang mempunyai kedodukan setingkat dengan menteni tapi bukan
termasuk dalam kementrian, baik Kementerian koordinator maupun Kementerian
negara; 2) Model adeal penataan kedudukan Kantor Stafl Presiden dalam sispem
pemeriniohan di Indonesia ke depan bahwa Kantor Staf Presiden, schamsnya
kewenangan yang dimiliki olch lembaga imi tidak boleh fompang  tindih
kewenangan dengan wapres dan kementerian, Sebab dalam Undang-Undang
Kementenian Negara sudah dirancang tugas kementerian itu dikoordinasikan oleh
empal mentent koordinator, Jadi, sebenarnyn kewenangan presiden itu sudah
didelegacikan ke menteri-memieri yang dikoonlinasikan lewam Kementerian

Koordinator, Juh meskipun pembentukannya dopst dibeparkan secara hukum,

“Ham Muida Sari, "Tinjsusn Yorulis Terhslap Keduduben Bamoe Saf Presiden Dalam
Penyelerppoman Pemenniohan di Indonesia™, Skripsi Fakolias ok Universitos Lamba, Famhbi,

2. dimkses melala htpsSoeposiiory. urga 2 2941 2, tnggal akses 15 Movember 2002,
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akan tetapl lembapn loin ini tidak boleh melebihi atao posisinya di oias
kewenangan Wakil Presiden dan menteri-menterinya sebagai pembaniu utama
presaden,

Ahmad Husen, dengan skripsinya vang berjudul, “Eksistensi Peraturan
Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tabun 24 Dan
Implikasi Yuridisnya Terhadap Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia™".
Adapun abstraknya yaitu: Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibuat oleh Presiden. Undang-Undang Nomor 10 Tohan 2004
Juncie Undang-Undang Nomaor 12 Tahan 2001, stilah Peraturan Presiden tidak
dikenal. lstilah yang digunakan sdalah Eepuinzan Presiden, Penelitian ini
merupakan penelitian yang bersifat normatif. Bentok penelitian ini iakah penelitian
presknpuil, yaig penchitian vang ditujukan unuk mendapatkan  saran-saran
mengenal apa vang horws dilakukan puno menpotasi masalah.  Pendekatan
penelitian yang dipunokan meliputi pendekalan undang-undang, dan pendekatan
kasus. Jenis data vanp digunokan adalah data sekander. Analisis yang digunakoan
dalin penchition ini adalah deskespif koalionil. Hosil peselitian inn wldaluh
keputasan presiden mermpakan perauran perundang-undangan yang dibentuk oleh
presiden berdasarkan ketemivan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, Pasca undang-
undang tersebut diberlokukan maka implikosi yuridis dar pecaturan presiden
tethadap sistcm perundanz-undanszan adalabh baros di judicial review  olch

Mahkaumah Konstitusi bukan Mahkamah Agung dengan catatun pengujian tersebu

Mahmad Huosen, “Ekssenss Perabwan Presaden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang
Fonsr 10 Tabon HEM Dan Imphikasi YorkBssya Terhadsp Sksens Penuseleng-Uinbingan 14
Indomesa™, furmal L% Bamiev, Yol 15 Moo 1, Jusi 2009, Magiser Hukom Kenegaroon Fakalios
Hukum Univendlas Gadjah Mada, Yogakara, 2019, kal. 13,
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dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas peraturan presiden.

Teloah pustaka yang dilokukan olch saya schagai penulis, telah menemukan
penclilian yang hampir suma dengan penclition yvang ingin penulis lakokan,
pamun pada dasarmya penulisan skripsi ini yang penulis bust tetaplah ada
perbedann. Kesamaan penclitian ini dengan penclitian sebelumnya adalah tentang
kelembagaan Kantor Staf presiden, namun penclitian olch penulis berfokus pada
pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019

tentang Kantor staf presiden don akibaf hukum dari pembentukan Peraturan

Presiden Momor 33 Tahun 2009 tenmtong Kantor staf  presiden  ferhodop

pelaksanaan tugas dan fungss dan Kantor Staf Presiden,

« Metode Penclitian

L Tipe Penelitian
Metode yang digunakan dalam  penulisan penelitian imi adaloh  metode
penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yuridis normatifl menoret Bahder
Johon Masution, yang mengemukakan, bahiwa:

Dalam pendekatan ilmu hokum normatil banyak pendekatan vang dapat
digunakon baik secara terpisah-pisah berdini sendin  maupun secara
kiolektif sesuai dengon isu atou permiosalabon yang dibohas. Pendekaton
tersebul antara lain:

a) Pendekatan undang-ondang atow e aperect dan sehagian
ilmuwan hukum menyebuinya dengan pendeksan yuridis,
yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.

b} Pendekatan historis, yuin penelitian atou pengkajian tethadap
perkembangan  produk-produk hukwm  berdasarkan  orotan-
urtan periodesasi atow  kenyatian sejarah  yang  melatar
belakanginya.

¢] Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-
konsep hukum sepeni: sumber hukum, Tungst hukum, lembago
hukum dan sebagainya. Konsep bukum ini berada pada tigs
ranah atou tatoron sesoad tingkston imo hokum i sendird
yaily: tataran ilmy hukom dogmatik konsep hukumnva eknis
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yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum,
tatisran (lsafu hukum konsep hukumnya konsep dasar, ™

Penclitian hukum normatifl sdalah penclitian kepustakaan yang mencliti
bahan pustaka Mau data sekunder dan dua primer dengan mempelajar sumber-
sumber astaw bahan teriulis berupa buku-buku, arikel, koran dan majalah
dengan membaca, menafsirkan, membandingkan sema menerjemahkan dan
berbagni sumber yang berhubungan dengan analisis terhadap  Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tabun 2019 Temang Kantor siaf
presuden, metode yang digunakon sdoloh metode penclinan yundis normatif
vang mempakan penelitian khas ilmu hokum.

2, Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi imi. yoitu undang-undang
{statmie approach), dan pendekaton konscptual (corcepinagl approach) don
pendekstan kasus hukum (case fawe apprroach).

Penama. Bahder Johan Masution mengemukakan: “pendekatan undang-
undang atau siarure approach dan sebagian flmuan hukum menycbutkan
dengan pendekatan yuridis, yaitu penalitian terhadap produk-produk hukum™ *
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dian regulasi yong suling berkwitan dengan isu hukom yang diteliti.

Kedua, pendekatan konsepiual (concepiual approach). Bahder Johan
Masustion mengemukakan:

Pendeksan konseptual, yvailu penelitian terhadap konsep-konsep
hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan

“Hohder Fohan Masution Merode Pemeliian Hubies, TV Mandar Maje. Bandumg, 200E,
hal. 92-93.
v, buadl, 92
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schagninya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atawn tataran
sesun tingkaton ilmu hukum Hu sendiri yoilu: ttaran ilme hukum
dogmatic konsep hokumnya teknis yuridis, tataran teori hukum
knr!ﬁ:ﬂ‘hutumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep

Puulntg::inqi.;u-m:p mienurut pertimbangan penulis perle dilakokan karena
konsep-konsep yang dipergunaken setiap saal bisa berkembang dan wakiu ke
wikin. Konsep mengenn annlisis, Peraturan Presiden Republk Indonesia
MNomor 83 Tahun 2019 Temang Kantor siaf presiden.

Ketiga, selain il penulis juga menggunakan pendekatan kasus (case daw
apprich). Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatifl beriujuan
untuk mempelajan pencrapan norma-norma siag kaidabh hukum yang dilakukan
dalom praktik hukum. Pendekotan jenis ind biasanys digunakan mengenai
kasus-kasus yvang telah mendapal pandangan dori pakar hukum bahwa telah
el keadaan wgas dan fungs Kantor staf presiden tumpang tnindih dengan
tugas dan fungst Sckretariat Kabinet dan Menten Koordinatar,

. Pengumpulan hahin hukum

Bahan hukum memupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan ataw
pijakan dalam penulisan penclitian ini. Adapun yang menjedi dasar bahan
hukum dalam penulisan penclitian imi yakni, bahon hukum primer, sckunder
dan tersier. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum vang bersifut
autoritatif, ortinya bahan hukum yong mempunyai oforitas™* Bahon-bahan

hukum primer terdiri dan peraturan perusdang-undangan, cattan-catatan resmi

atau risalah dalam pembuxan perawran perundang-undangan dan kepuresan

Mihid
2hidl, hal. 181,
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lata usaha negara.

Bahan-hahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenad bahan bukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder
adalah “memberikan kepada peneliti semacam”petunjuk” ke arah mana peneliti
melmngkah™ * Bahon hukum sekunder ini schagai alat bantu dalam penulisan
penclitian ini. Adapun bahan hukum sckunder vang digunakan wniok
memberikan penjelosan mengani maderi yang terdapat dalam bahan hukum
primer yang berasal dari beberapa lieratur, buku-buku hukum ermasuk skripsi,
tests, dan jurmal-jumal hukum, kamus-kamus hokom, dan komentar-komentar
atas pumnsan pengadilan dan buke-bulu lain yang berkaitan langsung dengan
tema penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi
ind yakni:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungun denpan masalzh vang dibahos, yaiiu:

1). Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945,

2). Keletapan MPRS Nomor XX/MPRS/I966 tentang Memorandum
DPR-GR Mengenai Sumber Terib Hukum Republik Indonesia
Dan Tata Uritan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

3). Ketetapun MPR Nomer HEMPR2000 Temtang Sumber Hukum
Dian Tata Urwian Peratoran Perondang-Undangan

4). Undang-Undang MNomor 12 Tahun 20011 tentang Pembentukan

i, bal. 196
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Peraturan Perundang-undangan

5). Undang-Undang Momor 13 Tahun 2022 Testang Perubahan Kedua
Alrs  Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2001 Temang
Pembemnukan Peraturan Perundang-Undangan

6). Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2002 tentang EKementerian
Megara

7). Peraturan Presiden Nomor 83 Tabun 2019 lentang Kamor stal
presiden

8). Peraturan Presiden Nomor 235 Tahun 2015 tentang Sekretarial
Kahinet

9). Peraturan Presiden Momor 8 Tohun 2005 tentang Kemenierian
Koordinator Bidang Perekonomian

b. Bahan Hukum Sckunder, yaitu bohan hukum yang dapat memberikon
penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaii:
1). Buku-Buku Kalangan Hukum.

2). Jurnal dan Makalah Hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, yaokni bohan hukum yang dapat membserikan
petunjuk mauvpun penjelisan terhadap bahan hukum pnmer dan
sekunder, youtn meliputi Blpck § Lo Dicrionary dan Eomus Hubum,

4. Analisis bahan hukum

Dalam penubisan sknipst i penulis menggunakan analisa hukum yanu

pengknjion terhadap bahan-bahon hukum, baik bohan hukum primer maupun

bahan hukum sckunder dengan menggunokon analisis bahan hukum yang
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dilakukan dengan beberapa cara antara kain yaiu:

o Menginventarisasi | semua  aturan-gturan dan norma-noema yang  swdah
dibdentilikasi berkaitan dengan permasalabhan yang penulis elin, yaiu
berhubungan dengan  analisis lerhadap  Perstwran  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden.

b, Mensistematisasi bahan-bahan bukum yang berhubungan dengan masalah
vang dibahas uniuk memaparkan isi dan strukior sau hubungan hirarkis
antara sturan-muran hukum. Dalam kegistan sistematisasi imd, dilakukan
analisis korelasi antara auran-aturan hukum yang berhubungan agar dapa
dipahami dengan baik.

¢. Menginterprefasi  semua  perauran  perundang-undangan  ssuai  dngan
masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan auran
yang adn, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan
penjabaran pengentian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat
dirancang dan ditawarkan

H. Sistematika Penulisan
Adopun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang
sederhana dengan tujuan untuk dapal memperjelas maosalah yang ada, yang akan
dijobarkan pada bab-bok sclonjuinyn, uniuk mendopatkon paombaran fenlang
maieri yang akan dibahas maka dapat dilibat dalam sistematika berikut ini:
BARB I PENDAHULUAN
Pada bob ini penulis menguraikon mengenai opa sajn yong

menjadi lotar belakang masalah, romusan masalah, wjuan don
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manfant penclitian, kcrangkn konscptual, landosan  teorctis,
metode penelitian dan sistematika penulisan, Bab imd merupakan
pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga
dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bub
ke dua.

BARB 11 TEORI HUKUM KEWENANGAN, LEMBAGA NEGARA,
DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANCG-
UNDANGAN
Puska bal imi penulis mengemukakon bebempa teon yang relevon
dengan pembabisan skeipsi ini. Adapun teori yang  dimaksad
antarat lain teori kewenangan, lembaga negara, dan hierarks

peraturan perundang-undangan,

BAB IIT ANALISIS TERHADAF PERATURAN PRESIDEN
NOMOR R3 TAHUM 2019 TENTANG EANTOR STAF
PRESIDEN
Bab ini merupakan bab ing, yang berupa pembahosan menpenai
pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomar 83
Tahun 2019 tentang Kantor stal presiden dan akibal hukum durk
pembentukan Permturan Presiden Momor 83 Tahun 20019 tentung
Kantor stal presiden terhadap pelaksanaan togas dan fungsa dars
Kantor Stal Presiden. Bab ini merepakan pembalasan yang

khusus mengkaji permasalahan-permasalahan vang lerdapal paca
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bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab
kedua guna mendapatkan stau memperoleh kesimpulan pada bab
keempal_

BAB IV PENUTUP
Merupakan bab penstup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam

bab-bab terdahulu
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